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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun
2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Kantor
serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai
pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi,
strategi seluruh aparat Kecamatan Buki dalam membina, melayani dan memfasilitasi
pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk
dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk
bias memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas

sumber daya manusia pada SKPD.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah
ditetapkan beserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja
yang ada pada SKPD Kecamatan Buki, yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan
MISI Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Buki masih
banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon masukkan dari Stakeholder baik
dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Dinas Instansi lainnya serta
pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan

yang strategis Kecamatan Buki dimasa yang akan datang.
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Bab I

Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Buki menyusun Renja
Kecamatan Buki Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki. Renja Kecamatan Buki Tahun 2024
disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021-
2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renja

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buki tahun 2024 didasarkan

pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah — Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851) ; sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

1



Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287) ; sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4310); sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); sebagaiman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perokonomian Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516) ;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
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10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
memiliki fungsi atribut (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan (
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodfikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan keuangan daerah ( Berita Negara Tahun 2019
Nomor 1447);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029 (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 113);

22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);



23.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2021 Nomor 6);

24 . Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007

25.

26.

27.

28.

29.

30.

tentang Pembentukan Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten

Selayar Tahun 2007 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005 - 2025
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011

Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Kecamatan Buki (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2020 Nomor 529, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Selayar Nomor 47)

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2  Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (
RPJMD ) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 - 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor )



1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Menetapkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan
dilaksanakan periode Tahun 2025 yang mengacu visi, misi dan program
Kabupaten Kepulauan Selayar guna mendorong partisipasi aparatur dan
masyarakat di wilayah Kecamatan Buki;

2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan Sub
Kegiatan Kecamatan Buki Tahun 2025;

3. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
antara Renja Kecamatan Buki dengan RKPD Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buki untuk
memberikan arahan sekaligus pedoman bagi unit kerja dalam lingkup
Kecamatan Buki dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi
dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Rencana Strategis Kecamatan

Buki Tahun 2021 - 2026



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika

berikut :

Bab 1

Bab II

Pendahuluan

Berisi Latar Belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum, maksud

dan tujuan, serta sistematika pembahasan.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun Lalu

Memuat : (1) kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelasksanaan
Renja Kecamatan Buki tahun lalu dan perkiraan capaian tahun
berjalan, (2) analisis kinerja pelayanan OPD, (3) isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, (4) review terhadap rancangan
awal RKPD, dan (5) penelaahan wusulan program dan kegiatan

masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buki, tujuan dan sasaran renja
Kecamatan Buki,

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana

Program, Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

serta kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.



Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian
(review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Evaluasi
tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah
yang mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan

kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun 2024
digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,
penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil
pelaksanaan Renja Kecamatan Buki Tahun 2024 dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan
Buki Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan
sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Buki Tahun 2021-2026 serta sasaran

dan prioritas pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja kecamatan Buki tahun 2024 dapat

dilihat pada tabel berikut ;



Tabel 2.1
Rekapitulasin Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rensrta Kecamatan Buki s/d tahun 2024 ( tahun berjalan)
Kabupaten Kepulauan Selayar

Urusan/Bidang  yndiikator Kinerja Realisasi kinerja dan Tingkat Capaian
Urusan Program (outcome)  Target Renstra OPD pada Realisasi Capaian Target Kinerja dan Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Renstra OPD s/d Kinerja dan Realisasi Statl_JS
Pemerintah / Kegiatan (output) Tahun 2021-2026 (akhir Kinerja Renstra OPD s/d Anggaran Renja OPD dan Anggaran Renja OPD  tahun 2024 (Ahkir Tahun ~ Anggaran Renstra Unit OPD Ce_lpau_an
Daerah dan periode Renstra OPD) Renja OPD Tahun lalu Tahun berjalan yang yang Dievaluasi pelaksanaan Renja OPD) ~ OPDs/d tahun 2024 =~ penanggung Kinerja
. dievaluasi (2024) Tahun
Program/Kegi Berjalan
atan/Sub 2024
Kegiatan
2
Persentase Capaian |
PROGRAM Kinerja 72,31 5.575.450.226 0,00 0 70,53 1.955.959.100 0 908.986.809 TBe ik
PENUNJANG ) ercapal
URUSAN e —
7.01.01 PEMERINTAH AN | Férsentase Capaian elum
DAERAH Kinerja Keuangan 95,00 0,00 88,00 0 Tercapai
KABUPATEN/  |(%0)
KOTA
Persentase
Perencanaan, dokumen/lapora n
70101201 Penganggaran, dan | perencanaan,
e | Bvaluasi Kinerja - penganggaran, dan | g5 g 47.000.000 0,00 0 85,00 17.600.000 0,00% 8.400.000 2460% | 8400000 | 2894% | 17879 | KECAMATAN
Perangkat Daerah  evaluasi kinerja BUKI
yang diselesaikan
tepat waktu (%)
Penyusunan Jumlah Dokumen
7.01.01.2.01 Dokumen Perencanaan 7 5,500,000 0 0 2 2000000 1 0 1 0 14.29% 0,00% | KECAMAT AN Belum
.0001 Perencanaan Perangkat Daerah ' BUKI Tercapai
Perangkat Daerah | (Dokumen)
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
7.01.01.2.01 Penyusunan RKA- SKPD_dan
.0002 Dokumen RKA- Laporan Hasil
SKPD Koordinasi 3 9,000,000 KECAMAT AN )
Penyusunan 0 0 1 4,450,000 1 3,750,000 1 3,750,000 33,33% | 41,67% BUKI Tercapai
Dokumen RKA-
SKPD
(Dokumen)




Koordinasi dan

Jumlah Dokumen

7.01.01.201  [Penyusunan Perubahan RKA-
,0003 Dokumen Perubahan | SKPD dan Laporan
RKA SKPD Hasil Koordinasi
Penyusunan 3 8,500,000 0 1 2,500,000 0 0 0 0 0,00% 0,00% | KECAMAT AN Belum
Dokumen Perubahan BUKI Tercapai
RKA- SKPD
(Dokumen)
70101201  [Koordinasi dan Jumlah Dokumen
0004 Penyusunan DPA- | DPA- SKPD dan
SKPD Laporan Hasil
Koordinasi KECAMAT AN )
Penyusunan 3 10,000,000 0 1 3,300,000 1 3,300,000 1 3,300,000 33,33% | 33,00% BUKI Tercapali
Dokumen DPA-
SKPD
(Dokumen)
701.01.201  |Koordinasidan ~ [Jumlah Dokumen
.0005 Penyusunan Perubahan DPA-
Perubahan DPA- SKPD dan Laporan
SKPD Hasil Koordinasi 3 7,000,000 0 1 2,900,000 0 0 0 0 0,00% 0,00% | KECAMAT AN Belum
Penyusunan BUKI Tercapai
Dokumen Perubahan
DPA- SKPD
(Dokumen)
Jumlah Laporan
7.01.01.2.01 Koordinasi dan Capaian Kinerja dan
.0006 Penyusunan Ikhtisar Realisasi
Laporan Capaian | Kinerja SKPD dan
Kinerja dan Ikhtisar | Laporan Hasil )
Realisasi Kinerja | Koordinasi 3 7,000,000 0 2 2,450,000 2 1,350,000 2 1,350,000 66,67% | 19,29% | KECAMAT AN|  Tercapai
SKPD Penyusunan BUKI
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD (Laporan)
7.01.01.2.02 Administrasi Persentase
Keuangan dokumen/ laporan
Perangkat pengelolaan 95,00 4.227.240.000 0,00 85,00 1.664.776.400 0,00% 809.968.959 23,33% 809.968.959 27,45% | 19,16% | KECAMAT AN
Daerah keuangan yang BUKI

diselesaikan tepat
waktu (%)
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7.01.01.2.02 Penyediaan Gaji  [Jumlah Orang yang
.0001 dan Tunjangan ASN | Menerima Gaji dan 45 4,216,740,000 0 17 1,660,776,400 9 809,968,959 9 809,968,959 20,00% | 19,21% | KECAMAT AN Belum
Tunjangan ASN BUKI Tercapai
(Orang/bulan)
Jumlah Laporan
7.01.01.2.02 Koordinasi dan Keuangan Akhir
.0005 Penyusunan Tahun SKPD dan
Laporan Keuangan | Laporan Hasil
Akhir Tahun Koordinasi i
SKPD Penyusunan Laporan 3 3,500,000 0 1 2,000,000 1 0 1 0 33,33% 0,00% | KECAMAT AN Tercapai
Keuangan Akhir BUKI
Tahun SKPD
(Laporan)
Jumlah Laporan
7.01.012.02  |Koordinasidan Keuangan Bulanan/
.0007 Penyusunan Triwulanan/
Laporan Keuangan | Semesteran SKPD
Bulanan/ dan Laporan
Triwulanan/ Koordinasi 12 7,000,000 0 4 2,000,000 2 0 2 0 16,67% 0,00% | KECAMAT AN Belum
Semesteran SKPD [ Penyusunan Laporan BUKI Tercapai
Keuangan
Bulanan/Triwul
anan/Semesteran
SKPD
(Laporan)
Administrasi Barang | Persentase
7.01.01.2.03  |Milik Daerah pada |dokumen/laporan
Perangkat Daerah pengelolaan barang
milik daerah yang | - g 15.000.000 0,00 85,00 3.602.500 0,00% 1.050.000 3333% | 1050000 | 39.22% | 7,000 |KECAMATAN
diselesaikan tepat BUKI
waktu (%)
Rekonsiliasi dan  [Jumilah Laporan
7.01.01.2.03  |Penyusunan Laporan | Rekonsiliasi dan
.0005 Barang Milik Penyusunan Laporan
Daerah pada SKPD | Barang Milik 3 15,000,000 0 2 3,602,500 1 1,050,000 1 1,050,000 | 3333% | 7,00% |KECAMATAN| Belum
Daerah pada SKPD BUKI Tercapai
(Laporan)

11




7.01.01.2.05 | Administrasi Persentase ASN
Kepegawaian yang memiliki ) ) 0 0 KECAMAT AN
Perangkat predikat kinerja 95,00 7.500.000 0,00 85,00 2.437.500 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% BUKI
Daerah sangat baik (%)
7.01.01.2.05  |Monitoring, Jumiah Dokumen
.0005 Evaluasi, dan Monitoring,
Penilaian Kinerja EV&_|U§SI, dap ) 3 7,500,000 0 1 2,437,500 0 0 0 0 0,00% 0,00% | KECAMAT AN Belum
Pegawai Penilaian Kinerja BUKI Tercapai
Pegawai (Dokumen)
- . Persentase
Administrasi pemenuhan
7.00.012.06 |YmMum administrasi umum | 95,00 320.210.226 0,00 85,00 62.578.000 0,00% 20.008.200 1146% | 20008200 | 1348% | 6259 | KECAMATAN
Perangkat Ve BUKI
Daerah %)
Penyediaan Barang |Jumlah Paket
7.01.01.2.06 Cetakan dan Barang Cetakan dan
.0005
Penggandaan Pgngg_andaan yang 12 31,710,226 0 2 3,408,000 1 1,168,200 1 1,168,200 8,33% 3,68% | KECAMAT AN Belum
Disediakan (Paket) -
BUKI Tercapai
Penyediaan Jumlah Dok
Bahan Bacaan umfiah Dokumen
7.01.01.2.06 dan Peraturan Bahan Bacaan dan
.0006
Perundang- Peraturan 12 13,500,000 0 4 6,000,000 3 0 3 0 25,00% 0,00% | KECAMAT AN Belum
undangan Perundang- BUKI Tercapai
Undangan yang
Disediakan
(Dokumen)
7.01.01.2.06 Fasilitasi Jumlah Laporan
.0008 Kunjungan Fasilitasi Kunjungan 3 6,000,000 0 1 5,520,000 0 1,440,000 0 1,440,000 0,00% 24,00% | KECAMAT AN Belum
Tamu Tamu (Laporan) BUKI Tercapai
Penyelenggaraan  |Jumlah Laporan
7.01.01.2.06 Rapat Koordinasi | Penyelenggaraa n
.0009 dan Konsultasi Rapat Koordinasi
SKPD dan Konsultasi 1,200 269,000,000 0 400 47,650,000 150 17,400,000 150 17,400,000 12,50% 6,47% | KECAMAT AN Belum
SKPD BUKI Tercapai
(Laporan)
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Persentase

Mesin Lainnya

7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa .
Penunjang Urusan pemen_uhanjasa
Pemerintahan el ik Lt 95,00 712.500.000 0,00 85,00 151.574.700 0,00% 54.764.650 16,67% 54764650 | 1961% | 7,60% | KECAMATAN
Daerah pemerintahan daerah BUKI
(%)
Jumlah Laporan
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
.0002 Komunikasi, Komunikasi, Sumber
Sumber Daya Air | Daya Air dan Listrik| 3 24,000,000 0 12 13,620,000 6 5,055,750 6 5055750 | 1667% | 21,07% | KECAMATAN|  Belum
dan Listrik yang Disediakan BUKI Tercapai
(Laporan)
Jumlah Laporan
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
.0004 Pelayanan Umum | Pelayanan Umum
Kantor Kantor yang 36 688,500,000 0 12 137,954,700 6 49,708,900 6 49,708,900 16,67% 7,22% | KECAMAT AN Belum
Disediakan BUKI Tercapai
(Laporan)
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah Persentase Barang
7.01.01.2.09 |Penunjang e 246.000.000 0,00 85,00 53.390.000 0,00% 14.795.000 13,10% 14795000 | 1541% | 6,019% | KECAMATAN
Urusan kondisi baik (%) BUKI
Pemerintahan
Daerah
7.01.012.09 |PenyediaanJasa  Pumlah Kendaraan
.0002 Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan yang
pemeliharaan Dipelihara dan KECAMATAN |  Belum
paiak dan dibayarkan Pajak dan| 5, 230.000.000 0 9 50,550,000 4 14,655,000 4 14,655,000 | 19,05% | 6,37% BUKI Tercapai
o Jax Perizinannya (Unit) s
erizinan
Kendaraan Dinas
Operasional
atau Lapangan
Uumlah Peralatan dan
Pemeliharaan 'V'.es”.‘ Lainnya_ yang
70101209 | perajatan dan Dipelihara (Unit) 14 16,000,000 0 4 2,840,000 1 140,000 1 140,000 714% | 0g88% |KECAMATAN|  Belum
.0006 BUKI Tercapai
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PROGRAM .
PENYELENG Peningkatan
GARAAN Pelayanan di
7.01.02 PEMERINTAH AN | Tingkat Kecamatan | g 18.468.752 0,00 15,00 5.700.000 0 2.550.000 Belum
DAN dan Desa/Kelurahan Tercapai
PELAYANAN  |(MeniD)
PUBLIK
emrilinEsr Persentase kegiatan
Penyelenggaraa n penyeliengaraan
Kegiatan pemerintahan yang KECAMAT AN
7.01.02.2.01 Pemerintahan di dikoordinasikan (%) 95,00 9.000.000 0,00 85,00 3.200.000 0,00% 1.650.000 0,00% 1.650.000 0,00% 18,33% BUKI
Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen
. Peningkatan
Peningkatan o .
Efekti%itas Kegiatan Efektnfnas Keglg tan
70102201 [Pemerintahandi  [Pemerintahan di KECAMATAN |  Belum
10002 Tingkat Kecamatan (Tl;n?(kat Ke)camatan 3 9,000,000 0 1 3,200,000 0 1,650,000 0 1,650,000 0,00% 18,33% BUKI Tercapai
okumen
Penyelenggaraa n
Urusan Pemerintahan)
yang Tidak Persentase Urusan
Dilaksanakan oleh | Yang tidak
Unit Kerja Perangkat | Dilaksanakan oleh
Daerah yang Ada di | Unit Kerja o . 3 o | KECAMAT AN
7.01.02.2.02 Kecamatan Feeaen/BegEh 95,00 9.468.752 0,00 85,00 2.500.000 0,00% 900 0,00% 900 0,00% 9,50% BUKI
yang ada di
Kecamatan (%)
Jumlah Laporan
. Peningkatan
Peningkatan o
Efektifitas Efektifitas
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelavanan kepada | Pelayanan kepada
g.(?olg.oz.z.oz v asiarakat & Masyarakat di 3 9,468,752 0 1 2,500,000 0 900,000 0 900,000 000% | 9,50% KEC’Q’L"QIT AN Tif(':g;;i
' \Wilayah Kecamatan |Wilayah Kecamatan
(Laporan)
PROGRAM Persentase
PEMBERDAY AAN| Partisipasi
MASYARAKAT | Masyarakat
7.01.03 EEEG'E:HNAN dalam 100,00 100.561.514 0,00 100,00 60.571.500 0 8.031.000 TBe'”m .
Perencanaan ercapai
Pembangunan
()
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Koordinasi Kegiatan

Persentase Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan Desa |yang ) ) . 0 KECAMAT AN
7.01.03.2.01 diaarimsien 95,00 100.561.514 0,00 85,00 60.571.500 0,00% 8.031.000 8,33% 8.031.000 9,80% 7,99% BUKI
(%)
Peningkatan Jumlah Lembaga
7.01.03.2.01 Partisipasi Kemasyarake_itcjin _
.0001 Masyarakat yang Berpartisipasi
dalam Forum dalam Forum
Musyawarah Musyawarah
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunandi | Pembangunan di 21 5,500,000 0 7 2,250,000 0 0 0 0 0,00% | 0,00% KECgl\(l;;‘\(TI AN TBeIum.
Desa Desa (Lembaga ercapai
Kemasyarakatan)
Jumlah Laporan
Peningkatan Penm_glfatan .
Efektifitas Kegiatan Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan I;/Tmberdzyile(ijr_l
70103201 | Masyarakat di asyarakat di 6 95,061,514 0 3 58,321,500 1 8,031,000 1 8031000 | 1667% | 84506 | KECAMATAN) - Belum
.0003 Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan BUKI Tercapai
(Laporan)
PROGRAM
KOORDINASI Persentase kasus
20104 KETENTRAM AN | Kriminalitas di Belum
.01 DAN tingkat kecamatan 1,00 25.539.432 0,00 1,00 9.272.800 0 3.000.000 Tercapai
KETERTIBAN (%)
UMUM
. Persentase
Koordinasi Upaya penyelenggaraan
ienyelenggaraz N | Ketenteraman dan
70104201 |Ketenteramandan 1y erertinan Umum | 100,00 12.000.000 0,00 90,00 4.645.400 0,00% 1.500.000 1667% | 1500000 | 1852% | 125006 | KECAMATAN
Ketertiban Umum BUKI

yang dikoordinasikan
(%)
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Sinergitas dengan

Jumlah Laporan

7.01.04.2.01 Kepolisian Hasil Sinergitas
.0001 Negara Republik | dengan Kepolisian
Indonesia, Negara Republik
Tentara Nasional | Indonesia, Tentara 36 12,000,000 0 12 4,645,400 6 1,500,000 6 1500000 | 1667% | 1250% | KECAMATAN|  Belum
Indonesia dan Nasional Indonesia BUKI Tercapai
Instansi Vertikal dan Instansi Vertikal
di Wilayah di Wilayah
Kecamatan Kecamatan
(Laporan)
Koordinasi Persentase
Penerapan dan Penerapan dan
7.01.042.02 |penegakan Penegakan KECAMAT AN
Peraturan Daerah | Peraturan Daerah 100,00 13.539.432 0,00 90,00 4.627.400 0,00% 1.500.000 16,67% 1.500.000 18,52% | 11,08% BUKI
dan Peraturan dan Peraturan
Kepala Daerah Kepala Daerah yang
dikoordinasikan (%)
Koordinasi/Sine rgi | Jumlah Laporan
dengan Perangkat | Koordinasi/Sine rgi
7.01.04.2.02 Daerah yang Tugas |dengan Perangkat
.0001 dan Fungsinya di Daerah yang Tugas
Bidang Penegakan [ dan Fungsinya di
Peraturan Perundang-| Bjdang Penegakan
Undangan dan/atau | peraturan 36 13,539,432 0 12 4,627,400 6 1,500,000 6 1,500,000 16,67% | 11,08% | KECAMAT AN Belum
Kepolis:ian Negarg Perundang- BUKI Tercapai
Republik Indonesia Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
(Laporan)
PROGRAM .
7.01.05 PENYELENG Persentase Konflik
GARAAN URUSAN| Sosial dan
PEMERINTAH AN Keagamaan di 0,00 121.312.302 0,00 0,00 36.723.000 0 5.700.000 Tercapai
UMUM tingkat kecamatan
(%)
Penyelenggaraa n
Urusan Pemerintahan| Persentase Urusan
Umum Sesuai Pemerintahan
70105201  [-enugasan Kepala | Umumyang di 10000 |  121.312.302 0,00 90,00 36.723.000 0,00% 5.700.000 8,33% 5700000 | 926% | 4709 |<ECAMATAN

Daerah

selenggarakan (%)
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Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
dalam rangka

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pembinaan
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

Memantapkan dalam rangka
Pengamalan Memantapkan
7.01.05.2.01 Pancasila, Pengamalan
0001 Pelaksanaan Pancasila,
Undang- Undang | pelaksanaan
Dasar Negara Undang- Undang
Republik Indonesia | Dasar Negara
Tahun 1945, Republik Indonesia
Pelestarian Tahun 1945 900 105000000 [ 0 300 31,023,000 0 0 0 0 o0oss | o0%s | KA
: ’ BUKI Tercapai
Bhinneka Tunggal | pejestarian
Ika serta Bhinneka Tunggal
Pemertahanandan |2 serta
Pemeliharaan Pemertahanan dan
Keutuhan Negara | pemeliharaan
Kesatuan Republik Keutuhan Negara
Indonesia Kesatuan Republik
Indonesia (Orang)
Jumlah Orang yang
Pembinaan Mengikuti
Kerukunan Antar Pembinaan
Suku dan Intra Suku
'| Keruk Al
7.01.05.2.01 Umat Beragama, Ras, SL?II:J (;jgr?rl]ntrr:zruku
.0004 dan Golongan
Lainnya Guna , Umat Beragama,
Mewujudkan Ras, dan Golongan 150 16,312,302 0 5 5,700,000 25 5,700,000 25 5,700,000 16,67% | 34,94% | KECAMAT AN | Tercapai
Stabilitas Keamanan | Lainnya Guna BUKI
Lokal, Regional, dan| Mewujudkan
Nasional Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan
Nasional (Orang)
PROGRAM Persentase Program
PEMBINAAN DAN | pemerintahan desa
7.01.06 PENGAWASA N yang mendukung 70,00 33.590.221 0,00 60,00 17.950.000 0 8.592.000 Belum_
PEMERINTAH AN Tercapai

DESA

program pemerintah
(%)
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Fasilitasi, Persentase
7.01.06.2.01 Rekomendasi dan | pembinaan dan 100,00 33.590.221 0,00 80,00 17.950.000 0,00% 8.592.000 11,11% 8.592.000 13,89% | 25,58% | KECAMAT AN
Koordinasi Pengawasan yang BUKI
Pembinaan dan difasiitasi,
Pengawasan direkomendasi,
Pemerintahan Desa |dikoordinasikan (%)
umlah Dokumen
7.01.06.2.01 Fasilitasi Fasilitasi dalam
.0005 Pelaksanaan Tugas  [rangka Pelaksanaan 3 6,000,000 0 1 4,150,000 0 0 0 0 0,00% | 0,00% [KECAMATAN| Belum
Kepala Desa dan [Tugas Kepala Desa BUKI Tercapai
Perangkat Desa dan Perangkat Desa
(Dokumen)
7.01.06.2.01 Fasilitasi PenyusunanfJumlah Dokumen
0013 Perencanaan Fasilitasi dalam
Pembangunan rangka Perencanaan 3 27,590,221 0 1 9,700,000 1 8,592,000 1 8,592,000 3333% | 31,14% | KECAMATAN | Tercapai
Partisipatif Pembangunan BUKI
Partisipatif
(Dokumen)
7.01.06.2.01 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil
0017 Pendampingan Desa |[Koordinasi
di Wilayahnya Pendampingan Desa 0 0 0 1 4,100,000 0 0 0 0 0,00% | 000% |KECAMATAN| Belum
di Wilayahnya BUKI Tercapai
(Laporan)
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memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan,.
a. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terpenuhinya

kinerja program/kegiatan antara lain adalah :
- Masa/waktu Pelaksanaan
-  Kerjasama Pemerintah daerah dengan Pemerintah Kecamatan
- Kerja Sama dengan Masyarkat
- Perencanaan yang baik
b. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan tidak
terpenuhinya kinerja program/kegiatan antara lain adalah:
- Kurangnya Pegawai
- Letak Geografis Kecamatan Buki
- Pembiayaan
- Kurangnya Partisipasi Masyarakat karena sibuk mencari nafkah
akibat ekonomi yang semakin sulit

- Perencanaan yang kurang baik

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki

Wilayah Kecamatan Buki terdiri dari 7 Desa serta kondisi
demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan
perkembangan pembangunan di Kecamatan Buki lebih cepat di
banding kecamatan lainnya sehingga menuntut pihak kecamatan
untuk bisa bergerak luwes mengikuti perkembangan keadaan
masyarakat baik itu dalam bidang pelayanan, ekonomi maupun
sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan

pendayagunaan aparatur dan masyarakat itu sendiri

Untuk analisis kinerja pelayanan ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai
berikut :
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Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki

Kabupaten Kepulauan Selayar

Realisasi
Target Renstra SKPD Capaian Proyeksi
Tahun Tahun [Tahun | Tahun | Tahun [Tahun|Tahun
No IKK Tah
anun
2023 2025 | 2026 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
2024
(thn n- (thn | (thn |(thn n-|(thn n-| (thn | (thn |Catatan
1) ((thn n)| n+l) | n+2) 2) 1) n) | n+l) | Analisis
(1) (2) (3) (4) (S) (5) (7) (8) (9) | (10) | (11)
Peningkatan
Pelayanan di . . . . . . . Target
. 20 menit 15 menit 10 menit 8 menit 20 menit 15 menit | 10 menit .
tingkat Tercapai
Kecamatan
Persentase
partisipasi
Masyarakat 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100% | 1009% |, .rareet
dalam Tercapai
Perencanaan
Pmbangunan
Persentase
Kasus Melebihi
Kriminalitas di | 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 0,3 % 1,00 % 1,00 % T
. arget
tingkat
Kecamatan
Persentase
konflik Sosial
dan . 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Target
keagamaan di Tercapai
tingkat
Kecamatan
Persentase
Program
Pemerintahan Melebihi
Desa yang 45 % 50% 55 % 60 % 87,6% 60 % 65 %
Target
mendukung
Program

Pemerintah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

1) Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan

dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja

sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan

Buki bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

pelayanan

SKPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan SKPD
Kecamatan Buki untuk cukup baik terlihat dari capaian indikator
peninkatan pelayanan ditingkat kecamatan sudah tercapai yaitu 20

Menit untuk tahun 2023.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD
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Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja
SKPD adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi
partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan
dengan Perencanaan Pembangunan .

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah,
terhadap capaian pogram nasional / internasional seperti SPM dan
SDGs (Development Goals) Pencapaian Program Kerja Kecamatan
Buki sebagai penjabaran visi misi kabupaten Kepulauan Selayar.

4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
® Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya

dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan

® Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat
tercapai target indikator yang telah direncanakan

® Peningkatan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka
aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki
persyaratan secara kualitas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025
sudah termuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Buki
dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Buki

Program dan kegiatan berdasarkan Kecamatan Buki usulan analisis
tersebut disampaikan pada rancangan akhir RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dengan hasil analisis
kebutuhan Kecamatan Buki Tahun 2025. Program pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang menjadi Program dan Rencana Kerja
Kecamatan Buki adalah :

. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

S U bW N

. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar

tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini
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Nama OPD : Kecamatan Buki

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analis Kebutuhan

Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Target catatan
Program /Kegiatan . ] Lokasi Capaian Pagu Program /Kegiatan . ] Lokasi Capaian Pagu
Program/Kegiatan A Program/Kegiatan AN
Kinerja Kinerja
(1) @) @) 4) (&) (6) (7) 8) ) (10) (11)
Persentase capaian Persentase capaian
PROGRAM PENUNJANG kinerja Kecamatan 71,51 1,960,234,445 PROGRAM kinerja Kecamatan 71,51 2,215,430,844
Buki % PENUNJANG URUSAN Buki %
URUSAN PEMERINTAHAN . .
Kec.Buki PEMERINTAHAN R Kec.Buki
DAERAH Persentase Persentase Capaian
DAERAH
KABUPATEN/KOTA Capaian Kinerja o1 KABUPATEN/KOTA Kinerja Keuangan o1
Keuangan Kec. Kec. Buki(%)
Buki(%)
Perencanaan, Persentase Persentase
Pengang.gafan, 'dan dokumen/laporan Perencanaan, dokumen/laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat | perencanaan, Pensangsaran, dan perencanaan,
Daerah penganggaran dan Kec.Buki 85% 17,500,000 EvalguasgigKinel’-'a penganggaran dan Kec.Buki 85% 17,500,000
evaluasi kinerja yang Perangkat Dae‘:‘ah evaluasi kinerja yang
diselesaikan tepat g diselesaikan tepat
waktu waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 2 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 3,000,000 Perencanaan Perangkat | Perencanaan Perangkat 2 Dokumen 3,000,000
Dokumen
Daerah Daerah Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKA- Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan hasil 1 3,000,000 SKPD dan Laporan hasil 3,000,000
. . Penyusunan Dokumen . . 1 Dokumen
Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan | L crubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Perubahan RKA-SKPD
yu dan Laporan hasil 1 3,000,000 dan Laporan hasil 3,000,000
Dokumen Perubahan RKA- . ) Penyusunan Dokumen . ) 1 Dokumen
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
. . Jumlah Dokumen DPA- Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan hasil 1 Penyusunan SKPD dan Laporan hasil 1 Dokumen
Dokumen DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen 3,500,000 Koordinasi Penyusunan 3,500,000
Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan | Lcrubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD
yu dan Laporan hasil 1 2,500,000 dan Laporan hasil 2,500,000
Dokumen Perubahan DPA- . . Penyusunan Dokumen . ) 1 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan

SKPD

Dokumen Perubahan
DPA-SKPD

Perubahan DPA-SKPD

Dokumen Perubahan
DPA-SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dan laporan Hasil

dan Ikhtisar Realisasi laporan Hasil Koordinasi 2 laporan Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan 2 laporan
Kinerja SKPD, LPPD dan Penwsungn L‘aporan 2,500,000 Kinerja SKPD, LPPD Laporan Capaian Kinerja 2,500,000
LKPJ. Cap.alan Kmetrja fian dan LKPJ. dan Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD
Kinerja SKPD J
Persentase Persentase
Administarsi Keuangan dokumen/laporan Administarsi dokumen/laporan
Perangkat Daerah & pengelolaan Keuangan 90% Keuangan Perangkat pengelolaan Keuangan 90%
g yang diselesaikan 1,410,080,000 Daerah yang diselesaikan tepat 1,665,276,400
tepat waktu waktu
Penyediaan Gaji dan ﬁjii;gré;% }ézrrllg 17 Orang/ Penyediaan Gaji dan ﬁrgiiﬂnirgz_igi }éa;rllg 17 Orang/
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Bulan 1,405,580,000 Tunjangan ASN Tunjangan ASN Bulan 1,660,776,400
Penvediaan Administrasi Jumlah Dokumen hasil 1 iflrgf:ilsati;lsi Jumlah Dokumen hasil
Y penyediaan Administrasi 1,500,000 penyediaan Administrasi 1 Dokumen 1,500,000
Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen ’ ’ Pelaksanaan Tugas ’ ’
pelaksanaan Tugas ASN ASN pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Penvusunan Keuangan Akhir Tahun Koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan }jlkukhir SPKD dan laporan hasil 1 Laporan 1.000,000 Penyusunan Laporan SPKD dan laporan hasil 1 Laporan 1.000,000
Tall?xun SKPD g Koordinasi Penyusunan P Keuangan Akhir Tahun | Koordinasi Penyusunan P
laporan keuangan akhir SKPD laporan keuangan akhir
tahun SKPD tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan L];ZﬁiihT]ajzku;l ::1 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan
g yiap . £8ap 1 1.000,000 Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.000,000
Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan ’ . ) 1 Dokumen ’
. . R Dokumen Tanggapan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemeriksaan
Pemeriksaan
Jumlah laporan Jumlah laporan
o Keuangan/Bulanan/Tri 4 1,000,000 Koordinasi dan Keuangan/Bulanan/Triw 4 1,000,000
Koordinasi dan Penyusunan wulan/Semester SKPD ’ ’ Penvusunan Laporan ulan/Semester SKPD dan ’ ’
Laporan Keuangan dan laporan Koordinasi yu p . R
. Laporan Keuangan laporan Koordinasi Laporan
Bulanan/Triwulan/Semeste Penyusunan Laporan Bulanan,/ Triwulan/Se Penyusunan Laporan
ran SKPD ‘If,ilf::/g;:él]i:tl::ain/ Tri mesteran SKPD Keuangan/Bulanan/Triw
SKPD ulan/Semesteran SKPD
Persentase Persentase
Administrasi Barang Milik :::‘gl:ll:l: il:pB:i::xg Administrasi Barang :::‘gl:ll:ll; /aI:PBOal;Zl:lg
0, ili 0,
g::::: pada Perangkat Milik Daerah yang 90% 10.000.000 r;:;‘;')::t';ha :::; Milik Daerah yang 90% 10.000.000
diselesaikan tepat £ diselesaikan tepat
waktu waktu
Penyusunan 2.000.000
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana 1 Perencanaan Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang Milik 2.000.000 Kebutuhan Barang Milik 1 Dokumen
Dokumen Kebutuhan Barang

Daerah SKPD

daerah SKPD

Milik Daerah SKPD

daerah SKPD
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Koordinasi dan Penilaian

Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang
MilikDaerah dan Hasil

Koordinasi dan

Jumlah Laporan Hasil
Penilaian Barang
MilikDaerah dan Hasil

Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian 1 Laporan 3.:000.000 genﬂa;lagKB;];ang Milik Koordinasi Penilaian 1 Laporan 3.000.000
Barang Milik Daerah aera Barang Milik Daerah
SKPD SKPD
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
Penyusunan laporan Barang | Penyusunan laporan 1 Laporan 5.000.000 Penyusunan laporan Penyusunan laporan 1 Laporan 5.000.000
Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Pada
Pada SKPD SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase pemenuhan Administrasi Persentase pemenuhan
Perangkat Daeral;'l g Administrasi Umum 85% 35.000.000 Kepegawaian Administrasi Umum 85% 35.000.000
g Kantor Perangkat Daerah Kantor
. Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Pelaksanaan f{uml;h Dgl;umen Hasil 1 Koordinasi dan Koordinasi dan
Sistem Informasi P;)l:{sl:z;;ainSistem Dokumen 2.500.000 Pelaksanaan Sistem Pelaksanaaan Sistem 1 Dokumen 2.500.000
Kepegawaian . . Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian
Informasi Kepegawaian (Dokumen)
Monitoring Evaluasi, dan L;Ai?;tacﬁigoélizllzr;si dan 1 Koordinasi dan Jumlah Dokumen
s g i i ] o g . 2.500.000 Pelaksanaan Sistem Monitoring Evaluasi dan 1 Dokumen 2.500.000
Penilaian Kinerja Pegawai Penilaian Kinerja Dokumen Informasi Kepegawaian Penilaian Kinerja Pegawai
Pegawai
Jumlah Pegawai i Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan gz&i;iﬁgedzr\;ai Berdasarkan Tugas dan
Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi yang Mengikuti 1 Orang 30.000.000 Ber dasarkangTu s Fungsi yang Mengikuti 1 Orang 30.000.000
dan Fungsi Pendidikan dan dan Funesi g Pendidikan dan Pelatihan
Pelatihan g (Orang)
. . Persentase pemenuhan .. . Persentase pemenuhan
;\,d:n:lm:tlt'a;l Urm: m administrasi umum 90% 2d:n:lm:t:al§1 U:n: m administrasi umum 90%
erangkat Daera; kantor 109,654,444 erangkat Daera kantor 109,954,444
Penvediaan Komponen f;;xlaoiiiket Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen
Inst};lasi Listrik/PI:’eneran an Instal;asiListrik/ Peneran 1 paket Instalasi Instalasilistrik/Penerang 1 paket
g p 700.000 Listrik/Penerangan an Bangunan Kantor p 1.000.000
Bangunan Kantor gan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang Disediakan
yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket Peralatan Penyediaan Peralatan Jumlah paket Peralatan
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan dan Perlengkapan dan Perlengkapan kantor
1 pak 1 pak
kantor yang Disediakan paket 7,000,000 Kantor yang Disediakan paket 7,000,000
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang
Cetakan dan cetakan dan 4 Paket Cetakan dan cetakan dan 4 Paket
Penggandaan Penggandaan yang 10,454,444 Penggandaan Penggandaan yang 10,454,444
disediakan disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan 4 Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Dokumen 4,500,000 Perundang-Undangan Perundang-undangan 4 Dokumen 4,500,000

undangan yang di
sediakan

yang di sediakan
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Fasilitasi Kunjungan

Jumlah Laporan

Fasilitasi Kunjungan

Jumlah Laporan

Tamu Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 2.000.000 Tamu Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 2.000.000
Tamu (Laporan) Tamu (Laporan)
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jumlah Laporan
Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat 400 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Koordinasi dan laporan 85,000,000 dan Konsultasi Koordinasi dan 400 laporan 85,000,000
Konsultasi SKPD SKPD Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase Pe.n‘gadaan Barang Persentase
Daerah Penunjang Urusan Ketersediaan barang 85% Milik Daerah Ketersediaan barang 85%
. re 49.000.000 Penunjang Urusan o1e 49.000.000
Pemerintah Daerah milik daerah . milik daerah
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan
Dinas Operasional atau Dinas Operasional atau . 20,000,000 X g . Dinas Operasional atau . 20,000,000
1 Unit Dinas Operasional atau 1 Unit
Lapangan Lapangan yang Lapanean Lapangan yang
Disediakan pang Disediakan
Jumlah Paket Mebel 4 Unit 4.000.000 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 4 Unit 4.000.000
Pengadaan Mebel s g ’ 4 s ’ ’
yang Disediakan yang Disediakan
Peneadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan
g . dan Mesin lainnya yang 2 Unit 25,000,000 & . . dan Mesin lainnya yang 2 Unit 25,000,000
Mesin Lainnya c dan Mesin Lainnya c
disediakan disediakan
Penyediaan Jasa Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Persentase pemenuhan
Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 90% 243,500,001 Penunjang Urusan Jasa Penunjang Urusan 90% 250,500,000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
. Jumlah Laporan . Jumlah Laporan
Penyedia Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat 12 laporan 2,500,000 Penyedia Jasa Surat Penyediaan Jasa Surat 12 laporan 2,500,000
Menyurat Menyurat
menyurat menyurat
Jumlah laporan Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 8,000,000 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 14,000,000
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber 12 laporan Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 laporan
Air dan Listrik daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik daya Air dan Listrik Yang
Yang Disediakan Disediakan
Penyedia jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyedia jasa Jumlah Laporan
Umum Kantor Penyediaan Jasa 12 laporan Pelayanan Umum Penyediaan Jasa 12 laporan
Pelayanan Umum p 233,000,001 Kantor Pelayanan Umum kantor p 234,000,000
kantor yang Disediakan yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik | Persentase ::1:‘:: lg;iz_aa;n Barang Persentase
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang 100% 85,500,000 . Pemeliharaan Barang 100% 85,500,000
. <13 Penunjang Urusan o
Pemerintahan Daerah Milik Daerah . Milik Daerah
Pemerintahan Daerah
. Jumlah Kendaraan Penytha Jasa . Jumlah Kendaraan Dinas
Penyedia Jasa R R Pemeliharaan, Biaya .
X . Dinas Operasional atau . . Operasional atau
Pemeliharaan, Biaya Lapanean van. Pemeliharaan, Pajak, Lananean van.
Pemeliharaan, Pajak, dan Dipelilflgaray dang 7 Unit dan Perizinan Dipeli}i;araydarig 7 Unit
Perizinan Kendaraan Dinas p 79.000.000 Kendaraan Dinas p 79.000.000

Operasional dan Lapangan

Dibayarkan pajak dan
Perizinannya

Operasional dan
Lapangan

Dibayarkan pajak dan
Perizinannya
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Pemeliharaan Peralatan dan

Jumlah Peralatan dan

Pemeliharaan

Jumlah Peralatan dan

Mesin Lainnva Mesin lainnya yang 5 Unit Peralatan dan Mesin Mesin lainnya yang 5 Unit
Y dipelihara 3,500,000 Lainnya dipelihara 3,500,000
. e Jumlah Sarana dan Pemeliharaan/Rehabili Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi .
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung tasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau 1 Unit Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit
Pendukung Gedung Kantor . .
atau Baneunan Lainnyva Bangunan Lainnya yang 3,000,000 | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 3,000,000
g€ ¥ Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM : PROGRAM :
PENYELENGGARAAN i Tinghat Kecamatan. 10 Menit PENYELENGGARAAN | [ 8 o . 10 Menit Priorit
PEMERINTAHAN DAN dan Dgsa/ Kelurahan 12,767,877 PEMERINTAHAN DAN dan Dgsa/ Kelurahan 12,767,877 o
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
. . Persentase Koordinasi
Koordinasi Persentase
. Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan 90% Kegiatan Penyelenggaraan 20%
Pemerintahan di tingkat glats ° 6,000,000 glats . Kegiatan Pemerintahan o 6.000.000
Kecamatan Pemerintahan yang Pemerintahan di ane dikoordinasikan
ec dikoordinasikan tingkat Kecamatan yang o0 S
s . Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi ) s . ) e .
Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi
erenc . Perencanaan dan 3,000,000 Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan 5.000.000
Pelaksanaan Kegiatan . . .
. Pelaksanaan Kegiatan 1 laporan Pemerintahan dengan Pelaksanaan Kegiatan 1 laporan
Pemerintahan dengan . :
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan . .
Instansi Vertiakl Terkait Perangkat Daerah dan Instansi Vertiakl Perangkat Daerah dan
stanst Ve e Instansi Vertikal Terkait Terkait Instansi Vertikal Terkait
Peningkatan efektifitas Jun"llah Dokumen' . Peningkatan efektifitas Jurr'llah Dokumen' .
. R . Peningkatan Efektivitas 1 . . Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemerintahan di . - 3.000.000 Kegiatan Pemerintahan . - 1 Dokumen 5.000.000
tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan Dokumen , B di tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan . ,
di Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan yang tidak Persentase Urusan yang tidak Persentase Urusan
dilaksanakan oleh unit pemerintahan yang Di 90% 3.000,000 dilaksanakan oleh pemerintahan yang Di 90%
Kerja Perangkat Daerah selenggarakan ’ ’ unit Kerja Perangkat selenggarakan 3.000.000
yang ada di Kecamatan Daerah yang ada di
Kecamatan
Peningkatan efektifitas Jun.ﬂah laporan . Peningkatan efektifitas Jun.ﬂah laporan .
Peningkatan Efektivitas Peningkatan Efektivitas
Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan
. Pelaksanaan Pelayanaan 1 laporan . Pelaksanaan Pelayanaan 1 laporan
kepada Masyarakat di 3,000,000 kepada Masyarakat di
X Kepada Masyarakat . Kepada Masyarakat 3.000.000
wilayah Kecamatan L wilayah Kecamatan L
diwilayah kecamatan diwilayah kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Persentase Urusan Pemerintahan yang Persentase Urusan
i 0, 1 0,
dilimpahkan kepada Pemerintahan Umum 90% 3,767,877 | dilimpahkan kepada Pemerintahan Umum 90% 3,767,877
yang Dilimpahkan yang Dilimpahkan
Camat Camat
Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Urusan
. . Jumlah dokumen Non Pemerintahan yang Jumlah dokumen Non
Pemerintahan yang terkait Perizinan Usaha yan; ! terkait dengan Perizinan Usaha yan; 1 Dokumen
dengan pelayanan perizinan yang Dokumen 1,000,000 g yang 1,000,000

Non Usaha

Dilaksankan

pelayanan perizinan
Non Usaha

Dilaksankan
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Pelaksanaan

Urusan
Pelaksanaan Urusan .
. Pemerintahan
Pemerintahan yang Jumlah laporan 1 laporan . Jumlah laporan 1 laporan
R . yang Terkait .
Terkait dengan Kewenangan lain 2767.877 Kewenangan lain 2.767.877
. s ’ ’ dengan s ’ ’
Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilimpahkan
s Kewenangan
yang dilimpahkan .
lain yang
dilimpahkan
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PEMBERDAYAAN Keterpenuhan 100% PEMBERDAYAAN Keterpenuhan 100% Prioritas
MASYARAKAT DESA DAN Pemberdayaan Desa ° 33,515,678 MASYARAKAT DESA Pemberdayaan Desa dan ° 52,000,000
KELURAHAN dan Kelurahan DAN KELURAHAN Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Persentase Kegiatan 00% Koordinasi Kegiatan Persentase Kegiatan 00%
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa ° 33,515,678 Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa ° 52,000,000
Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga
Masyarakat dalam
Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan yang 7 Forum Musyawarah Kemasyarakatan yang 7 Lembaga
Musyawarah Perencanaan Berpartisipasi dalam Lembaga 2,000,000 o4 Berpartisipasi dalam g 2.000.000
R Perencanaan
Pembangunan di Desa Forum Musyawarah . Forum Musyawarah
Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Jun"llah laporan » Pen'lngkatan Efektifitas Jurr'llah laporan »
. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Peningkatan Efektivitas
Kegiatan Pemberdayaan . -
A, Kagiatan Pemberdayaan 1 Laporan Pemberdayaan Kagiatan Pemberdayaan 1 Laporan
Masyarakat di wilayah . 31,515,678 .. . 50,000,000
Masyarakat di wilayah Masyarakat di wilayah Masyarakat di wilayah
Kecamatan
kecamatan Kecamatan kecamatan
PROGRAM KOORDINASI Persentase Kasus PROGRAM Persentase Kasus
P s 1% KOORDINASI P - 1% L
KETENTRAMAN DAN Kriminalitas di Tingkat RA Kriminalitas di Tingkat Prioritas
KETERTIBAN UMUM kecamatan 8,511,918 | KETENTRAMAN DAN kecamatan 8,511,918
KETERTIBAN UMUM
I Persentase Penerapan Koordinasi Penerapan Persentase Penerapan
Koordinasi Penerapan dan
Penegakan peraturan dan Penegakan o dan Penegakan dan Penegakan o
9 p Peraturan Daerah dan 95% 4.000.000 peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan 95% 4.000.000
Daerah dan Peraturan
Peraturan Kepala Peraturan Kepala Peraturan Kepala
Kepala Daerah
Daerah Daerah Daerah
Koordinasi/Sinergi dengan Jumlah Laporan/Sinergi Koordinasi/Sinergi dengan | Jumlah Laporan/Sinergi
dengan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang dengan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah yang Tugas . . f .
h A yang Tugas dan Fungsinya Tugas dan Fungsinya di yang Tugas dan Fungsinya
dan Fungsinya di Bidang o ) o
Penegakan Peraturan di Bidang Penegakan 1 4.000.000 Bidang Penegakan di Bidang Penegakan 12 laporan 4.000.000
Peraturan Perundang- RS Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- Raae
Perundang-undangan dan/atau laporan
. ) undangan dan/atau undangan dan/atau undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik 2 . 2 2 )
. Kepolisian Negara Republik Kepolisian Negara Kepolisian Negara Republik
Indonesia ; ) ’ ’
Indonesia Republik Indonesia Indonesia
Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketentraman dan 95% Ketentraman dan Ketentraman dan 95%
Ketertiban Umum 4,511,918 Ketertiban Umum 4,511,918

Ketertiban Umum

Ketertiban Umum
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Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia,

Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik

Sinergitas dengan
Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik

Tentara Nasional Indonesia dan | Indonesia, Tentara | 12 Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional 12 laporan
Instansi Vertikal di wilayah Nasional Indonesia dan aporan 4,511,918 | Indonesia dan Instansi Indonesia dan Instansi 4,511,918
Kecamatan Instansi Vertikal di wilayah Vertikal di wilayah Vertikal di wilayah
Kecamatan Kecamatan Kecamatan
PROGRAM
:gggg:g\]GG ARAAN Persentase Konflik 0% 40,431,611 PENYELENGGARAAN Persentase Konflik 0% 40,431,611
URUSAN PEMERINTAHAN Sosial Keagamaan di URUSAN Sosial Keagamaan di Prioritas
UMUM tingkat kecamatan PEMERINTAHAN tingkat kecamatan
UMUM
Penyelenggaraan
::m;tﬁ:‘:;‘;;::fan Persentase Urusan o Urusan Pemerintahan Persentase Urusan o
sesuai Penugasan Kepala Pemerintahan Umum 95% 40,431,611 Umum sesuai Pemerintahan Umum 95% 40,431,611
Daerah g P yang di selenggarakan Penugasan Kepala yang di selenggarakan
Daerah
ﬁ:;?ﬁuzr;:ig?;agan Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang
Pembinaan Wawasan Wawasan Kebangsaan Ezr:ﬁlagr?:ralnNi::)nal &}:;‘2:;;;:5; l;lm:i;l
Kebangsaan dan Ketahanan dan Ketahanan Nasional g .
Nasional dalam rangka dalam rangka dalam rangka dan Ketahanan Nasional
Memantapkan Pengamalan Memantapkan lf\’/feenm2$;ell§:ell°r;ncasﬂa i;li;:;ni;i
Pancasila, Pelaksanaan UUD | Pengamalan Pancasila, Pelagksanaan UUD ’ Pen amalz n Pancasila
Negara Republik Indonesia Pelaksanaan UUD R g ’
Tahun 1945, Pelestarian Negara Republik Negara Republik Pelaksanaan UUD Negara
Bhineka Tur; al Tka Serta Indonesia Tahun 1945 300 Indonesia Tahun 1945, Republik Indonesia
Pemertahana%lg dan Pelestarian Bhineka ’ orang 35,000,000 Pelestarian Bhineka Tahun 1945, Pelestarian 300 orang 40.000.000
Pemeliharaan Keutuhan Tunggal Ika Serta Tunggal Ika Serta Bhineka Tungegal Ika
NKRI Pemertahanan dan Pemertahanan dan Serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Pemeliharaan Pemeliharaan Keutuhan
NKRI Keutuhan NKRI NKRI
Jumlah Orang yang . Jumlah Orang yang
Pembinaan Kerukunan Mengikuti Pembinaan zz?;‘;’l:jiz gz;uil:;::;an Mengikuti Pembinaan
antar suku dan intra suku, Kerukunan antar suku suku. umat beragama Kerukunan antar suku
umat beragama, Ras, dan dan intra suku, umat Ras élan golonga%l ? dan intra suku, umat
golongan lainnya guna beragama, Ras dan L beragama, Ras dan
mewujudkan stabilitas golongan lainnya guna 50 Orang 5431611 ii::gi dgl<1:r11as tabilitas golongan lainnya guna 50 Orang 7.000.00
keamanan lokal, regional mewujudkan stabilitas Kkeam .';]man lokal mewujudkan stabilitas R
dan nasional keamanan local,regional . . keamanan local,regional
. regional dan nasional .
dan nasional dan nasional
PROGRAM
PROGRAM PEMBINAAN Persentase Urusan 65% 16,427,852 | PEMBINAAN DAN Persentase Urusan 65% 18,000,000 ,
DAN PENGAWASAN Pemeritahan Desa PENGAWASAN Pemeritahan Desa yang Gerbangsari
PEMERINTAHAN DESA yang mendukung PEMERINTAHAN mendukung program
program pemerintah pemerintah
DESA
Fasilitasi, Rekomendasi Persentase Pembinaan Fasilitasi, Persentase Pembinaan
dan koor&inasi Pembinaan dan Pengawasan yang 90% 15,427,852 Rekomendasi dan dan Pengawasan yang di 90% 18,000,000
dan Pengawasan di fasilitasi, koordinasi Pembinaan | fasilitasi,
Pemerin%ahan Desa direkomendasi, dan Pengawasan direkomendasi,
dikoordinasikan Pemerintahan Desa dikoordinasikan
Fasilitasi pengelolaan Jumlah yang Fasilitasi pengelolaan Jumlah yang doifasilitasi
peng doifasilitasi dalam 1 dokumen 1,000,000 | keuangan Desa dan dalam rangka 1 dokumen
keuangan Desa dan 2.000.000

rangka pengelolaan

Pendayagunaan Aset

pengelolaan keuangan

28




Pendayagunaan Aset Desa keuangan Desa dan Desa Desa dan
Pendayagunaan Aset Pendayagunaan Aset
Desa Desa

Fasilitasi Pelaksanaan

Jumlah Dokumen yang

Fasilitasi Pelaksanaan

Jumlah Dokumen yang

i ilitasi 1 dokumen 2,500,000 i ilitasi 1 dokumen 2.500.000
Tugas dan Kepala Desa dan di fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kepala Desa di fasilitasi Pelaksanaan
Peranckat Desa Tugas dan Kepala Desa dan Peranckat Desa Tugas dan Kepala Desa
g€ dan Perangkat Desa = dan Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Fasilitasi Sinkronisasi Sinkronisasi 1 dokumen 2,500,000 | Fasilitasi Pelaksanaan | Fasilitasi dalam rangka 1 dokumen 2.500.000
Perencanaan Tugas , fungsi, dan Pelaksanaan Tugas,
Perencanaan Pembangunan . . s
Pembangunan Daerah Kewajiban Lembaga Fungsi, dan Kewajiban
Daerah dengan
PembangunanDesa dengan Kemasyarakatan Lembaga
PembangunanDesa Kemasyarakatan
(Dokumen)
o Jumlah Dokumen Fasilitasi Jumlah Dokumen
ll:::;lllltcaas;;::yusunan Fasilitasi Penyusunan Fasilitasi
Penyusunan 1 dokumen 9,427,852 Perencanaan Penyusunan 1 dokumen 11,000,000
Pem}oe'mgl.man Perencanaan Pembangunan Perencanaan
Partisipatif Pembangunan Partisipatif Pembangunan
Partisipatif Partisipatif
Jumlah 2,070,889,381 Jumlah 2,361,010,639

aruia, 31 Juli 2024
CANJAT BUKI

Pangkat |
9690921 199203 1
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2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan

Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Buki sebagai unsur penunjang pemerintahan dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, terdapat dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan

Kecamatan Buki tahun 2024. Berikut ini akan disajikan pada tabel 2.5

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama PD : Kec. Buki
No Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran\Volume Catatan
1 2 3 4 S 6
1 Pembangunan Jalan Desa Kohala Panjang Jalan di bangun
jang g +200 M

Rehabilitasi jalan Desa :Buki Timur, Lalang Bata,

2 Kohala, Balng Butung, Bonto Panjang Jalan yang direhabilitasi +40.856 M

Lempangan, Mekar Indah, Buki

Pembangunan

3 Jembatan Desa Buki Jumlah jembatan Yang di bangun 1 Jembatan
Reahabilitasi

4 Jea babl ltasi Jumlah jembatan Yang 1 Jembat

embatan Desa Lalang Bata direhabilitasi cembatan

Pembangunan .

5 Bangunan 5 Buki Ti Panjang Bangunan Perkuatan +100 M

esa Buki Timur Tebi i -

Perkuatan Tebing ebing yang dibangun
Pembangunan
Seawall dan Panjang Seawall dan Bangunan

6 Bangunan Desa Buki Pengaman Pantai Lainnya yang +600 M
Pengaman Pantai dibangun
Lainnya
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Pembangunan

Jumlah Sumur Air Tanah

7 | Sumur Air Tanah Desa Bontolempangan, Desa | © 7 0 yang dibangun 6 titik
untuk Air Baku Buki
Pembangun Sistem Panjang saluran Drainase yang
8 Dralnase Desa Balang Butung dibangun +2.200 M
Lingkungan
Pembangunan,
9 Rehabilitasi dan o Jalan Usaha Tani yang dibangun, 3 Unit
Pemeliharaan Desa: Buki Timur, Mekar Indah, | direhabilitasi dan dipelihara
Jalan Usaha Tani
Pembangunan .- .
o . Jumlah Fasilitas Parkir yang telah .
10 | Fasilitas Parkir Desa Balang Butung dibangun 1 Unit
sekolah
Penyediaan/Penga
daan sarana dan
prasarana Jumlah sarana dan prasarana
11 pendukung o pendukung informasi dan 1 Unit
informasi dan Desa Buki Timur Komunikasi publik Pemerintah
Komunikasi publik daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana
dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit
12 | pemberdayaan pemberdayaan usaha Nelayan

usaha Nelayan
skala Kecil

Desa Mekar Indah

skala Kecil

Baruia, 31 Juli 2024

CAMAT BUKI

NIP. 19670,
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar
Prioritas pembangunan tersebut selain didasarkan pada persoalan
eksisting di Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dirancang untuk
mendukung Prioritas Pembangunan Nasional serta Prioritas
Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan. Sinergitas

dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada Tabel

berikut
Tabel 3.1

PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS SULSEL PRIORITAS KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR
Memperkuat stabilitas | Peningkatan Peningkatan tata
polhukhankam dan tatakelola kelola pemerintahan
transformasi penyelenggaraan dan pelayanan publik
pelayanan publik. pemerintahan yang yang inovatif

akuntabel dan inovatif
Mengembangkan
wilayah untuk
mengurangi
kesenjangan dan Peningkatan Pembangunan
o infrastruktur

menjamin pemerataan | tatakelola

pendukung program
Memperkuat penyelenggaraan . > .
. . strategis dan prioritas
infrastruktur untuk pemerintahan yang

. .- | pada sub

mendukung akuntabel dan inovatif

kawasan/sub sentra
pengembangan

ekonomi dan
pelayanan dasar

Memperkuat Peningkatan Peningkatan investasi
ketahanan ekonomi produktivitas dan nilai | sektor unggulan
untuk pertumbuhan tambah produk daerah Peningkatan
berkualitas dan unggulan daerah pengelolaan
berkeadilan sumberdaya alam

bernilai ekonomi
berbasisi potensi desa

Revolusi mental dan Peningkatan derajat
pembangunan Peningkatan hidup manusia yang
kebudayaan kesejahteraan berkarakter,
Meningkatkan sumber | masyarakat yang berbudaya dan

daya manusia berkualitas dan bermartabat
berkualitas dan merata;

berdaya saing

Membangun Pembangunan Peningkatan kualitas
lingkungan hidup, kualitas lingkungan lingkungan hidup dan
meningkatkan hidup yang mitigasi bencana
ketahanan bencana, berkelanjutan

dan perubahan iklim
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3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Buki

3.3

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar maka tujuan

dan sasaran Renja Kecamatan Buki adalah :

® Meningkatkan kualitas sistem perencanaan di SKPD agar
penyusunan dokumen perencanaan dapat tepat waktu sehingga
penyediaan data dan informasi dalam penyusunan perencanaan
dapat memadai dan berkualitas sehingga dapat mendukung
kelancaran perencanaan di tingkat Kabupaten;

® Meningkatkan kerjasama antar bagian di Kecamatan Buki dalam hal
pembuatan perencanaan sehingga terciptanya suasana kerja yang
sinergis dan harmonis untuk menciptakan suatu bentuk
perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan
program,kegiatan dan sub kegiatan yang telah di tentukan.

® Meningkatkan Pelayanan dengan mengefesienkan dan mengefektifkan

waktu dalam memberikan pelayanan.

Program dan Kegiatan

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan kegiatan
yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang ditetapkan di
tingkat satuan kerja dalam menunjang pencapaian sasaran di tingkat
Kabupaten demi terwujudnya visi misi Kabupaten Kepulauan selayar
serta dampaknya terhadap capaian pogram nasional/internasional seperti

SPM dan SDGs (Development Goals) .

Secara garis besar, uraian program/kegiatan ditunjukkan pada tabel

rencana program dan kegiatan sebagai berikut:
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SKPD : Kecamatan Buki

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kepulauan Selayar

Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)

Perkiraan Maju RencanaTahun 2026

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Catatan Penting
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Program / Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/pagu Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif
Kinerja indikatif Kinerja
(1) (1) @) 4) ) (6) (7 8) ) (10)
PROGRAM Persentase capaian kinerja 70,53%
7 01 o1 PENUNJANG URUSAN Kecamatan Kec. Buki 71,51 1,943,212,700 1.960.005.638
PEMERINTAHAN Buki %
DAERAH Persentase Capaian Kinerja 88%
KABUPATEN/KOTA Keuangan Kec. Buki(%) 91
P t k 1
7 | o1 | 01201 Perencanaan , ersentase dokumen/laporan Kec.Buki 3 95% 16.500.000
perencanaan, penganggaran dan
Penganggaran , dan g e g . 90% 14,100,000
PR evaluasi kinerja yang diselesaikan
Evaluasi Kinerja tepat wakt
Perangkat Daerah epat waktu
7 o1 01 | 2.01| 0001 |Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1,500,000 3 2 Dokumen 2.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah |Perangkat Daerah 2 Dokumen
7 01 01 | 2.01| 0002|Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2,850,000 3 1 Dokumen 3.000.000
Dokumen RKA- SKPD . . . 1 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
7 01 | 01 | 2.01| 0003| Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen 2,850,000 3 1 Dokumen 3.000.000
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
7 o1 01 | 2.01| 0004|pDokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2,700,000 3 1 Dokumen 3.500.000
1 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
7 o1 01 | 2.01| 0005|Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen 2,700,000 3 1 Dokumen 2.500.000
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

01 01 | 2.01| 0006|Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |dan Laporan Hasil Koordinasi
(LAKIP) dan LKPJ. Penyusunan Laporan Capaia n 1 laporan 2,100,000 1 laporan 2,50,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administarsi Keuangan Persentase dokumen/laporan o o
01 | 01 |2.02 Perangkat Daerah pengelolaan Keuangan yang 90% 95% 1,409,080,000
1,663,476,400
diselesaikan tepat waktu
. = . Jumlah Orang yang
o1 01 | 2.02| 0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan | yenerima Gaji dan 17 orang/ 1,660,776,400 17 orang/ Bulan 1,405,580,000
ASN . Bulan
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
01 01 [ 2.02| 0005|penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPDdan Laporan 1 Laporan 900,000 1 Laporan 500,000
Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Lapo.ran Keuangan
o1 | o1 | 2.02| 0007|Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 4 Dokumen 1,800,000 4 Dokumen 1,000,000
Bulanan/Triwulanan/Semester | SKPD dan LaporanKoordinasi
an SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Persentase dokumen/laporan
o1 o1 | 2.03 Daerah pada Perangkat pengelolaan Barang Milik Kec.Buki 90% 2.550 000 95% 11.000.000

Daerah

Daerah yang diselesaikan
tepat waktu
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Rekonsiliasi dan Penyusunan

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan

01 | 01 | 2.03| 0005|laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik 1 Laporan 2.550.000 1 Laporan 6.000.000
Daerah pada SKPD ’ ’
Administrasi K . Persentase ASN yang memiliki Kee.Buki 90 059 8.000.000
01 | 01 |2.05 Da:::;:s rasi Repegawalian Predikat kinerja sangat baik ec.buxl ° 1.800.000,00 ° OO
o . Jumlah Dokumen Hasil
[Monitoring, Evaluasi, dan Monitori Eval . dan Penilai
o1 01 | 2.05| 0005|penilaian Kinerja Pegawai onitoring, kvaluasl, dan rentalan 1 Dokumen 1.800.000,00 1 Dokumen 2.500.000
Kinerja Pegawai
. . Persentase pemenuhan . . o
o1 o1 | 2.06 Administrasi Umum Perangkat |4 000c00 o Umum Kantor Kec.Buki 90% 52.172.000,00 95% 124.425.638
Daerah
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan
01 | 01 | 2.06( 0005Cetakan dan dan Penggandaan yang 4 Paket 3,316.000 4 Paket 11.225.638
Penggandaan Disediakan
o1 o1 | 2.06| 0006 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 4 Dokumen 6,000,000 4 Dokumen 4.500.000
dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang-
Undangan Undangan yang Disediakan
o1 01 [2.03 | 0008 Hitasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jum'lah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 5.520.000 1 Laporan 2.000.000
Kunjungan Tamu (Laporan)
01 | o1 |2.03| 0009|Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 400 laporan 400 laporan 99.000.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD |Rapat Koordinasi dan Konsultasi 37,336,000
SKPD
Pengadaan Barang .
o1 | o1 [2.07 Milik Daerah Penunjang Persentase Ketersediaan 20% 9.181.300 90% 51.000.000]
Urusan Pemerintah barang milik daerah
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Jum}ah pnit Peralata'n dgn 1 Unit 1 Unit 25.000.000
01 01  [2.07 [0006 |Mesin Lainnya Mesin lainnya yang disediakan 9.181.300
o1 | o1 |2.08 Penyediaan Jasa Persentase pemenuhan Jasa Kec.Buki 90% 145.323.000 95% 250.000.000
Penunjang Urusan Penunjang Urusan °
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
. . . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
o1 01 | 2.08| 0002 (Penyediaan Jasa Komunikasi, L . 1 13,620,000 12 laporan 8.000,000
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi,Sumber Daya Air dan 12 laporan
Listrik yang Disediakan
o1 o1 .08| 0004 |P dia j Pel U Jumlah Laporan Penyediaan 12 1 239.500.000
2 enyedia jasa Pelayanan Umum u P y 12 laporan 131,703,000 aporan

Kantor

Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang

Persentase Barang Milik Daerah

[Pembangunan di Desa

o1 | o1|2.00 Milik Daerah Penunjang dalam kondisi baik Kec.Buki 900 59.610.000 100% 90.000,000
Urusan Pemerintahan ° ’ ’
Daerah
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
01 01 | 2.09| 0002 |Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan |Operasional atau Lapangan . 7 Unit 80.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan 8 Unit 57.500.000
Operasional dan Lapangan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 3 Unit 2,110,000 3 Unit 5,000,000
o1 01 | 2.09|0006 |\esin lainnya Lainnya yang Dipelihara
o1 | o2 PROGRAM Peningkatan Pelayanan di . 4.500.000 Prioritas 10 menit 13.072.519
PENYELENGGARAAN Tingkat Kecamatan dan 10 Menit
PELAYANAN PUBLIK Desa/Kelurahan
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan .
o1 02 | 2.01 Kegiatan Pemerintahan di kegiatan pemerintahan yang Kec.Buki 100% 2.250.000 100% 6,000,000
tingkat Kecamatan dikoordinasikan (%)
[Peningkatan efektifitas Kegiatan
01 02 2.01 [0002 |Pemerintahan di tingkat lJJumlah Dokumen Peningkatan 1 dokumen 2.250.000 1 dokumen 3.000,000
Kecamatan [Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
[Penyelenggaraan Urusan 2.250.000
01 02 2.02 [Pemerintahan yang tidak [Persentase Urusan pemerintahan Kec.Buki 90% 100% 3.000.000
dilaksanakan oleh unit Kerja yang diselenggaran (%)
[Perangkat Daerah yang ada di
[Kecamatan
[Peningkatan efektifitas lJumlah Laporan Peningkatan
01 02 2.02 [0003 [Pelaksanaan Pelayanan kepada Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 1 laporan 2.250.000 1 laporan 3.000.000
[Masyarakat di wilayah Kecamatan |kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamata
[PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Partisipasi Masyarakat
01 03 ASYARAKAT DESA DAN dalam Perencanaan Pembangunan Prioritas 100% 34.315.362
ELURAHAN (%) 100% 36.760,000
Persentase Kegiatan
01 03 |2.01 [Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Kec.Buki o 100% 34.315.362
[Pemberdayaan Desa dikoordinasikan (%) 90% 36.760,000
Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
01 03 [2.01 |0001 |Masyarakat dalam yang
. . . 7 Lembaga
Forum Musyawarah Perencanaan [Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarakatan 2,000,000
[Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan 7 lembaga 2.000.000
[Kemasyarakatan
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Peningkatan Efektifitas

Jumlah Laporan Peningkatan

01 03 | 2.01( 0003 Kegiatan Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan 2 Laporan 34,650,000 2 laporan 32:315.362
Masyarakat di wilayah Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI Persentase kasus Kriminalitas di L o
o1 04 KETENTRAMAN DAN tingkat kecamatan (%) 1% 8.100.000 Prioritas 1% 8.715.013
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Penerapan dan Persentase Koordinasi Penerapan
01 | 04 |2.02 dan Penegakan Peraturan Daerah 95% 4.050.000 90% 4.000.000
Penegakan peraturan Daerah
dan Peraturan
dan Peraturan Kepala Daerah Kepala Daerah (%)
Koordi /s i d Jumlah Laporan
oordinasi/Sinergi dengan Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas 121 4.000.000
i i Bi aporan . .
01 | 04 | 2.02| 00o1|dan Fungsinya di Bidang dan Fungsinya di 12 laporan 4.050.000 P
Penegakan Peraturan .
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-undangan dan/atau
. . Perundang Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik . .
. Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Indonesia
Koordinasi Upaya Persentase Koordinasi o )
o1 04 ]2.08 Penyelenggaraan Ketentraman Ketenteraman dan Ketertiban 95% 4.050.000 90% 4,715.013
dan Ketertiban Umum Umum (%)
Sinegritas dengan Kep011§1an jumlah Laporan Hasil Sinergitas
Negara Republik Indonesia, dengan Kepolisian Negara Republik
01 04 | 2.03| 0001|Tentara Nasional Indonesia dan . X 12 laporan 12 laporan 4,715.013
. i Vertikal di wil h Indonesia, Tentara Nasional 4.050.000
I;lstans1 ertikal di wilaya Indonesia dan Instansi Vertikal di R
ecamatan Wilayah Kecamatan
01 | os PROGRAM Persentase Konflik Sosial dan 0% 30,760,500 Prioritas 0% 41.396.310
PENYELENGGARAAN Keagamaan di
URUSAN tingkat kecamatan (%)
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Persentase Urusan o o
o1 05 | 2.01 Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Umum yang di 95% 30,760,500 90% 41.396.310
Penugasan Kepala Daerah selenggarakan (%)
. Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Wawasan Pembinaan Wawasan
Kebgngsaan dan Ketahanan Kebangsaan dan Ketahanan
o1 05 | 201 0001 Nasional dalam rangka Nasional dalam rangka 300 orang 36.000.000
: Meman'ltapkan Pengamalan Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pela}{sanaan U'UD Pancasila, Pelaksanaan
Negara Republik Indqnesm Undang-Undang Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Republik Indonesia 300 orang 23,364,000

Bhineka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan NKRI

Tahun1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
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Pembinaan Kerukunan antar Jumlah Orang yang Mengikuti
suku dan intra suku, umat PembinaanKerukunan Antar Suku 50 orang 5.396.310
01 05 | 2.01| 0004 beragama, Ras, dan golongan dan Intra Suku , Urnatt Beragama, 50 Orang 6.396.500!
lainnya guna mewujudkan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
stabilitas keamanan lokal Mewujudkan Stabilitas Keamanan
regional dan nasional Lokal, Regional, dan Nasional
o1 | o6 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Program 65% 17.278.800 Gerbang sari 60% 14.095.960
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN DESA mendukung program
pemerintah (%)
Persentase pembinaan dan Persentase Keterpenuhan
ifasiitasi 90% 17.278.800 80% 14.095.960
o1 06 | 2.01 P?ngawasan y?gn difasiitasi, Fasilitasi, Rekomendasi dan ° °
dfrekom.end‘asg koordinasi Pembinaan dan
dikoordinasikan (%) Pengawasan Pemerintahan Desa
1 Dokumen 1,500,000
01 06 [2.01 |0005 |Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen yang di fasilitasi 1 dokumen 3.783.300
dan Kepala Desa dan Pelaksanaan Tugas dan Kepala
Perangkat Desa Desa dan Perangkat Desa
Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 dokumen 9.700.000 1 dokumen 9,095.960
Perencanaan rangka
01 06 2.01 |0013 L .
Pembangunan Partisipatif Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
01 06 |2.01 |0017 |koordinasi Pendampingan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 12 Laporan 3.795.500 12 Laporan 0,00
Desa di Wilayahnya Pendampingan Desa di
Wilayahnya

JUMLAH

2.045.602.000

2.071.600.802
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RENCANA KERJA DAN llzgl]:l;XNAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Buki terdiri dari Rencana Program, Rencana
Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan
untuk Tahun Anggaran 2024.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kumpulan
kegiatan, dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran yang ditetapkan di tingkat satuan kerja dalam
menunjang pencapaian sasaran di tingkat Kabupaten.

Pendanaan merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat
indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana
pendanaan pada Kecamatan Buki untuk tahun 2024 berasal dari APBD
Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan demikian besarannya

menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Kerja Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif diuraikan dalam

Tabel 4.1 berikut:
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Tabel 4.1

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025

Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)

Perkiraan Maju RencanaTahun 2026

Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Catatan Penting
Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Program / Kegiatan Target Kebutuhan Sumber Target Kebutuhan
Lokasi Capaian Dana/pagu Dana Capaian Dana/Pagu Indikatif
Kinerja indikatif Kinerja
(1) (1) @) (4) (@) (6) (7 8) (&) (10)
PROGRAM Persentase capaian kinerja 70,53%
o1 o1 PENUNJANG URUSAN Kecamatan Kec. Buki 71,51 1,943,212,700 1.960.005.638
PEMERINTAHAN Buki %
DAERAH Persentase Capaian Kinerja 88%
KABUPATEN/KOTA Keuangan Kec. Buki(%) 91
P t k 1
o1 | o1 |2.01 Perencanaan , ersentase dokumen/laporan Kec.Buki 3 95% 16.500.000
perencanaan, penganggaran dan
Penganggaran , dan s s s g : 90% 14,100,000
. ves . evaluasi kinerja yang diselesaikan
Evaluasi Kinerja tepat wakt
Perangkat Daerah epat waktu
01 01 | 2.01| 0001 |Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1,500,000 3 2 Dokumen 2.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah |Perangkat Daerah 2 Dokumen
01 01 | 2.01| 0002|Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 2,850,000 3 1 Dokumen 3.000.000
Dokumen RKA- SKPD . . . 1 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
o1 01 | 2.01| 0003| Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen 2,850,000 3 1 Dokumen 3.000.000
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan

Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD

SKPD dan LaporanKoordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

01 [ 01 ] 2.01f 0004|Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 2,700,000 1 Dokumen 3.500.000
1 Dokumen
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
o1 01 | 2.01| 0005| Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil 1 Dokumen 2,700,000 1 Dokumen 2.500.000
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
o1 01 | 2.01| 0006|Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |dan Laporan Hasil Koordinasi
(LAKIP) dan LKPJ. Penyusunan Laporan Capaia n 1 laporan 2,100,000 1 laporan 2,50,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administarsi Keuangan Persentase dokumen/laporan . .
01 | oO1 |2.02 Perangkat Daerah pengelolaan Keuangan yang 90% 95% 1,409,080,000
N ) 1,663,476,400
diselesaikan tepat waktu
. = X Jumlah Orang yang
o1 01 | 2.02| 0001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan | yenerima Gaji dan 17 orang/ 1,660,776,400 17 orang/ Bulan 1,405,580,000
ASN . Bulan
Tunjangan ASN
. . . lJumlah Dokumen Hasil Penyediaan
01 01 ]2.02)0002 g:gff;izznAgg;l;S‘:rsaﬁl IAdministrasi Pelaksanaan Tugas 0 Dokumen 0 0 Dokumen 1,500,000
ASN
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
o1 01 | 2.02| 0005( Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPDdan Laporan 1 Laporan 900,000 1 Laporan 500,000
Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi Penyusunan
SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 500,000
01 01 2.02 0006 |Pengelolaan dan Penyiapian Tanggapan Pemeriksaan dan 0 Dokumen 0
Bahan Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Lap?ran Keuangan
o1 | o1 | 2.02] 0007|Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 4 Dokumen 1,800,000 4 Dokumen 1,000,000
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Administrasi Barang Milik

Persentase dokumen/laporan

Kec.Buki

90%

95%

11.000.000

Disediakan

. engelolaan Barang Milik
01 | 01 |2.03 Daerah pada Perangkat peng arang ¥ 2.550.000
Daerah Daerah yang diselesaikan
tepat waktu
Penyusunan Perencanaan
01 01 [2.03 |0001 [Kebutuhan Barang Milik Daerah JL}rplah Rencana Kebutuhan Barang 0 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000
Milik daerah SKPD 0
[SKPD
lJumlah Laporan Hasil Penilaian
01 01 |2.03 |0003 |[Koordinasi dan Penilaian Barang [Barang MilikDaerah dan Hasil
Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian Barang Milik 1 Laporan 0 1 Laporan 3.000.000
Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
01 | 01 | 2.03| 0005(iaporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik 1 Laporan 2.550.000 1 Laporan 6.000.000
Daerah pada SKPD ’ '
Administrasi K . Persentase ASN yang memiliki Kee.Bulki 00% 05% 8.000.000
o1 o1 | 2.05 ministrasi Kepegawaian : oo : ec.Buki o o . .
Daerah Predikat kinerja sangat baik 1.800.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan lJumlah Dokumen Hasil Koordinasi
01 01 2.05 | 0004|Sistem Informasi Kepegwaian dan Pelalfsanaan Sistem Informasi 0 Dokumen 0,00 1 Dokumen 2.500.000
Kepegwaian
- . Jumlah Dokumen Hasil
Monitoring, Evaluasi, dan Monitori Eval i dan Penilai
01 01 | 2.05| 0005S|penilaian Kinerja Pegawai onitoring, Lvaluasi, dan Fentiaian 1 Dokumen 1.800.000,00 1 Dokumen 2.500.000
Kinerja Pegawai
‘qs . . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
[Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ‘ . :
01 | 01 [2.05 | 0009[Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Fungsi yang Mengikuti 0 Orang 0 1 Orang 3.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
. . Persentase pemenuhan . o o
o1 o1 | 2.06 gg:::;:straﬂ Umum Perangkat |, q.0.0:ict0ci Umum Kantor Kec.Buki 90% 52.172.000,00 95% 124.425.638
Penyediaan Komponen Instalasi |Jumlah Paket Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan InstalasiListrik/Penerangan 0 paket 1 paket 700.000
01 01 [2.06 | 0001jy,or Bangunan Kantor yang Disediakan
[Penyediaan Peralatan dan Jumlah paket Peralatan dan
01 01 [2.06 | 0002|Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor yang 0 paket o 1 paket - 000.000
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Penyediaan Barang

Jumlah Paket Barang Cetakan

01 | 01 | 2.06( 0005 Cetakan dan dan Penggandaan yang 4 Paket 3,316.000 4 Paket 11.225.638
Penggandaan Disediakan
o1 o1 | 2.06| oooe Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 4 Dokumen 6,000,000 4 Dokumen 4.500.000
dan Peraturan Perundang- dan Peraturan Perundang-
Undangan Undangan yang Disediakan
01 01 |2.03 | 0008 titasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 5.520.000 1 Laporan 2.000.000
Kunjungan Tamu (Laporan)
01 | o1 |2.03| 0009|Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan 400 laporan 400 laporan 99.000.000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD |Rapat Koordinasi dan Konsultasi 37,336,000
SKPD
Pengadaan Barang X
o1 | o1 (2.07 Milik Daerah Penunjang Persentase Ketersediaan 90% 9.181.300 90% 51.000.000
Urusan Pemerintah barang milik daerah
Daerah
p d Kend Di Jumlah Unit Kendaraan Dinas )
0002 engal .aanl en a;aan mnas Operasional atau Lapangan 0 0.00 1 unit 22.000.00 0,00,
01 01 [2.07 Operasional atau Lapangan vang Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang
o1 b1 |2.07 looos Pengadaan Mebel Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 1 Unit 1 Unit 25.000.000
01 01 |2.07 |0006 |Mesin Lainnya Mesin lainnya yang disediakan 9.181.300
o1 | o1 |2.08 Penyediaan Jasa Persentase pemenuhan Jasa Kec.Buki 145.323.000 95% 250.000.000
Penunjang Urusan Penunjang Urusan 90%
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
o1 01 | 2.08| 0001|Penyediaan Jasa Surat Menyurat |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
. . . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
01 | o1 | 2.08| 0002|Penyediaan Jasa Komunikasi, L . 13,620,000 12 laporan 8.000,000
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi,Sumber Daya Air dan 12 laporan
Listrik yang Disediakan
o1 01 | 2.08| 0004(P dia j Pel U Jumlah L P di 121 239.500.000
enyedia jasa Pelayanan Umum umlah Laporan Penyediaan 12 laporan 131,703,000 aporan

Kantor

Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang

Persentase Barang Milik Daerah

o1 | o1|2.00 Milik Daerah Penunjang dalam kondisi baik Kec.Buki 20°% 59.610.000 100% 90.000,000
Urusan Pemerintahan ° ’ ’
Daerah
Penyedia Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
01 01 | 2.09| 0002|Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan |Operasional atau Lapangan . 7 Unit 80.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan 8 Unit 57.500.000
Operasional dan Lapangan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 3 Unit 2,110,000 3 Unit 5,000,000
o1 01 | 2.09| 0006 | \esin lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana|[Jumlah Sarana dan Prasarana
dan Prasarana Pendukung Pendukung Gedung Kantor atau 0 unit 1 unit 5,000,000
01 01 2.09 [0011 |Gedung Kantor atau Bangunan |Bangunan Lainnya yang 0,00
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
o1 | o2 PROGRAM Peningkatan Pelayanan di , 4.500.000 Prioritas 10 menit 13.072.519
PENYELENGGARAAN Tingkat Kecamatan dan 10 Menit
PELAYANAN PUBLIK Desa/Kelurahan
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan .
01 | 02 | 2.01 Kegiatan Pemerintahan di kegiatan pemerintahan yang Kec.Buki 100% 2.250.000 100% 6,000,000
tingkat Kecamatan dikoordinasikan (%)
Koordinasi/Sinergi Perencanaan |Terlaksananya Koordinasi/Sinergi
01 02 | 2.01| 0001 |dan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan 0 laporan 0,00 1 laporan 3,000,000
Pemerintahan dengan perangkat |Kegiatan Pemerintahan dengan
daerah dan instansi Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
o1 02 | 2.01| 0002|Peningkatan efektifitas Kegiatan |Jumlah Dokumen Peningkatan 1 dokumen 2.250.000 1 dokumen 3.000,000
Pemerintahan di tingkat Efektifitas Kegiatan Pemerintahan
Kecamatan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan 2.250.000
Pemerintahan yang tidak Persentase Urusan Kec.Buki 90% 100% 3.000.000
01 | 02 |2.02 dilaksanakan oleh unit Kerja |pemerintahan yang
Perangkat Daerah yang ada di |diselenggaran (%)
Kecamatan
X X Jumlah Laporan Peningkatan
01 | 02 | 2.02| 0003|Peningkatan efektifitas 1 laporan 2.250.000 1 laporan 3.000.000

Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di wilayah Kecamatan|

Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamata
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Pelaksanaan Urusan

Persentase Urusan

o1 02 | 2.04 Pemerintahan yang Pemerintahan Umum yang Kec.Buki 90% 0,00 100% 4.072.519
dilimpahkan kepada Camat dilimpahkan (%)
Pelaksanaan Urusan Jumlah dokumen Non
01 02 2.04 Pemerintahan yang terkait Perizinan Usaha yang 0 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000
dengan pelayanan perizinan Non |Dilaksankan 0,00
Usaha
o1 02 | 2.04| 0003 | Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan 0 laporan 0,00 1 laporan 2.572.519
Pemeriksaan yang terkait dengan | Kewenangan Lainyang
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
P t: Partisi i
o1 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN crsentase Tartisipast Prioritas 100% 34.315.362
MASYARAKAT DESA DAN Masyarakat dalam 100% 36.760,000
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan
(%)
o1 03 | 2.01 Koordinasi Kegiatan Persentase Kegiatan Kec.Buki 100% 34.315.362
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa yang 90% 86.760,000
dikoordinasikan (%)
Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
01 | 03 | 2.01| 0001|Masyarakat dalam yang 7 Lembaga
Forum Musyawarah Perencanaan | Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarakat 2,000,000 7 lembaga 2.000.000
Pembangunan di Desa Musyawarah Perencanaan an Kemasyarakatan
Pembangunan di Desa
01 | 03 [2.01| ooos Een?nfkat;‘n ]ffel;ﬁﬁtas ‘é?zfl?t]‘al;{"ra.n Pen;ngkstag 2 laporan 32.315.362
egiatan Pemberdayaan ektivitas Kegiatan Pemberdayaan 2 Laporan 34,650,000
Masyarakat di wilayah Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI Persentase kasus Kriminalitas di L
() o,
01 [ 04 KETENTRAMAN DAN tingkat kecamatan (%) 1% 8.100.000 Prioritas 1% 8.715.013
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Penerapan dan Persentase Koordinasi Penerapan
o1 04 | 2.02 dan Penegakan Peraturan Daerah 95% 4.050.000 90% 4.000.000
Penegakan peraturan Daerah
1 dan Peraturan
dan Peraturan Kepala Daerah Kepala Daerah (%)
X Lo . Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi dengan Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah yang Tugas Perangkat Daerah yang Tugas 21 £.000.000
i i Bi aporan . .
o1 | 04 | 2.02| ooo1|dan Fungsinya di Bidang dan Fungsinya di 12 laporan 4.050.000 P

Penegakan Peraturan
Perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Bidang Penegakan Peraturan
Perundang Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
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Persentase Koordinasi

Koordinasi Upaya o
o1 04 ]2.03 Penyelenggaraan Ketentraman |Ketenteraman dan Ketertiban 95% 4.050.000 3 90% 4,715.013
dan Ketertiban Umum Umum (%)
Elnegrlt;s delr)llgl:zr; I({iep011§1an jumlah Laporan Hasil Sinergitas
egara Republik Indonesia, . .
01 04 | 2.03| 0001|Tentara Nasional Indonesia dan ?e;lgan Kepolls;‘antNegara RNepl.lbm; 12 laporan 3 12 laporan 4,715.013
Instansi Vertikal di wilayah neonesia, entara astona 4.050.000
K Indonesia dan Instansi Vertikal di
eccamatan Wilayah Kecamatan
o1 05 PROGRAM Persentase Konflik Sosial dan 0% 30,760,500 3 0% 41.396.310
PENYELENGGARAAN Keagamaan di
URUSAN tingkat kecamatan (%)
PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Persentase Urusan o o
o1 05 | 2.01 Pemerintahan Umam sesual Pemerintahan Umum yang di 95% 30,760,500 3 90% 41.396.310
Penugasan Kepala Daerah selenggarakan (%)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembi W g yang g
embinaan Wawasan Pembinaan Wawasan
Keb'angsaan dan Ketahanan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Nasional dalam rangka 3 300 orang 36.000.000
01 05 | 2.01} 0001 Meman}tapkan Pengamalan Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pela.ksanaan qUD Pancasila, Pelaksanaan
Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestari & & &
Bi.uri{ T » e lefkarlsant Republik Indonesia 300 orang 23.364.000
ineka funggal Ika serta Tahun1945, Pelestarian o
Pemertahanan dan Pemeliharaan Bhinneka Tunggal Ika serta
Keutuhan NKRI Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pembinaan Kerukunan antar Jumlah Orang yang Mengikuti
suku dan intra suku, umat PembinaanKerukunan Antar Suku 3 50 orang 5.396.310
01 05 | 2.01| 0004|peragama, Ras, dan golongan dan Intra Suku, Umatt Beragama, 50 Orang 6.396.500!
lainnya guna mewujudkan Ras, dan Golongan Lainnya Guna
stabilitas keamanan lokal Mewujudkan Stabilitas Keamanan
regional dan nasional ’ Lokal, Regional, dan Nasional
Penanganan Konflik social sesuai .
ketentuan perundang-undangan Jumlah laporan konflik yang
ditangani sesuai ketentuan
o1 |os [2.01 |ooos perundang-undangan 0 Laporan 0,00 0 Laporan 0,00
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01 | 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Program 65% 17.278.800 3 Gerbang sari 60% 14.095.960
PENGAWASAN pemerintahan desa yang
PEMERINTAHAN DESA mendukung program
pemerintah (%)
Persentase pembinaan dan Persentase Keterpenuhan
Fasiitasi 90% 17.278.800 3 80% 14.095.960
o1 06 | 2.01 Pfangawasan ya‘.gn difasiitasi, Fasilitasi, Rekomendasi dan ° °
dfrekon‘{end.aSI, koordinasi Pembinaan dan
dikoordinasikan (%) Pengawasan Pemerintahan Desa
ilitasi Jumlah yang doifasilitasi dalam
01 | 06 [2.01| 0ooa|Fasilitasi pengelolaan keuangan yang 0 dokumen 0,00 3 1 dokumen 2.000.000
Desa dan Pendayagunaan Aset rangka pengelolaan keuangan Desa
Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan ;u;n }iah Doku’Ilzn en yzng ?{1 fasl111ta31 1 Dokumen 1,500,000
01 | 06 |2.01|0005 |Kepala Desa dan Perangkat Desa | o aan 1ugas dan epaia 1 dokumen 3.783.300
Desa dan Perangkat Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan [Jumlah Dokumen Fasilitasi
0 Dukumen 0,00
01 06 [2.01 |0006 |Kepala Desa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 dokumen 0,00
Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen Sinkronisasi . 0 dokumen 0,00 3 1 dokumen 1,500,000
o1 06 | 2.01| 0009 Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daeral
Daerah dengan dengan PembangunanDesa
PembangunanDesa (Dokumen)
Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam 1 dokumen 9.700.000 3 1 dokumen 9,095.960
Perencanaan rangka
01 06 | 2.01)0013 Pembangunan Partisipatif Perencanaan Pembangunan
Partisipatif
R . Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
o1 06 | 2.01| 0017|Koordinasi Pendampingan Desa ) o 12 Laporan 3.795.500 12 Laporan 0,00
di Wilayahnya Pendampingan Desa di Wilayahnya
JUMLAH 2.045.602.000 2.071.600.802
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BAB V
Penutup

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis Kecamatan Buki Tahun 2021-2026, yang memuat antara
lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan
nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Buki, tujuan

dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Buki Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Buki Tahun 2025
dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap unit kerja
dalam lingkup Kecamatan Buki wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Buki ini. Hasil evaluasi ini

menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Buki Tahun 2025.

Baruia, 31Juli 2024

DEMPAK, 8.
: Pembina
NIP. 19670312 199203 1 004
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